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DASAR HUKUM PENERAPAN KSWP 

Strategi Nasional Pencegahan 

Korupsi (Peraturan Presiden 

Nomor 54 tahun 2018)  

Peraturan BPOM 
 Nomor 31 Tahun 2019  

tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak 
Dalam Pemberian Pelayanan Publik 

Tertentu di Lingkungan BPOM 



AKSI : Optimalisasi Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak  

dan Non-Pajak  

Fokus 
SUB AKSI 

Reformasi dan modernisasi 

perpajakan serta integrasi data 

pajak dan PNBP 

Terlaksananya pencegahan tax 

avoidance dan evasion. 

Perluasan dan optimalisasi 

pelaksanaan Konfirmasi Status 

Wajib Pajak 

Fokus 
Ukuran Keberhasilan 

(UK) 

1. Tersedianya Perpres Integrasi Data Keuangan 

2. Sistim administrasi perpajakan yang terintegrasi 

3. Sistem administrasi PNBP yang terintegrasi 

4. Data base perpajakan berdasarkan NIK dan NPWP 

5. Estimasi penerimaan negara menggunakan data Mikro 

Sosial Ekonomi 

6. Implementasi integrasi data  keuangan di Prov Jawa Barat 

7. Peningkatan integritas petugas pajak 

1. Terbitnya peraturan teknis terkait pelaksanaan Konfirmasi 

Status Wajib Pajak.  

2. Tersedia basis data penerapan KSWP 

3. Laporan pelaksanaan KSWP oleh K/L 

4. Hasil penilaian penerapan KSWP di K/L dan Pemda 

5. Supervisi pembuatan peraturan dan pelaksanaan peraturan 

oleh Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat 

Daerah/Institusi lainnya  

Gap analisis dan implementasi Base Erosion Profit Shifting 

LATAR BELAKANG 
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PELAKSANAAN 
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DI KEMENTERIAN/LEMBAGA 

Terdapat 20 Kementerian/Lembaga yang telah menerbitkan peraturan terkait KSWP 

Kemendagri, KLHK, ESDM, KKP, BKPM, Kemendag, Kemenperin, KemenkopUKM, 

KemenATR/BPN, Kemenkes, Kemenkeu, Kementan, KemenPUPR, Kemenhub, 

BPOM, Kemenag, Kemenkominfo, Kemenaker, BSN dan Polri 

Terdapat 10 Kementerian/Lembaga yang telah mengimplementasikan KSWP 

Kemendagri, KLHK, ESDM, KKP, BKPM, Kemendag, Kemenperin, 

KemenkopUKM, ATR/BPN, Kemenkes 

Terdapat 343 Pemerintah Daerah yang telah mengimplementasikan KSWP 



Definisi :  
Kegiatan yang dilakukan oleh Badan POM untuk memperoleh Keterangan Status 
Wajib Pajak (Peraturan BPOM No. 31 tahun 2019, pasal 1) 
Tujuan :  
Melaksanakan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, perlu dilakukan 
konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian pelayanan publik tertentu di 
lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

 

KSWP  
(KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK) 

Pasal 2 disebutkan : 
ayat (1) : Setiap Pemberian pelayanan publik tertentu di lingkungan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan harus dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak. 
Ayat (2) : Konfirmasi Status Wajib Pajak dilakukan sebelum Pelayanan Publik 

tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku usaha. 
Ayat (3) : Pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

termasuk izin edar Obat Tradisional dan izin edar Suplemen Kesehatan 



NON VALID 

VALID 

STATUS KSWP 

VALID 

Nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi 
Direktorat Jenderal Pajak 

Telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk 2 
(dua) tahun pajak terakhir 

Proses permohonan pelayanan publik dapat diproses lebih lanjut 

Tidak Valid 

Tidak memenuhi ketentuan seperti KWSP Valid 

Proses permohonan pelayanan publik belum dapat diproses lebih 
lanjut 



PENERAPAN KSWP 

Sesuai Peraturan BPOM No. 31 tahun 2019 Pasal 9, 
Penerapan KSWP paling lambat : 
6 (enam) bulan sejak Peraturan Badan ini diundangkan 

22 April 2020 



Integrasi sistem ASROT dengan sistem DirJen Pajak 

PENERAPAN KSWP 

KSWP  

via sistem terintegrasi  



TEKNIS PELAKSANAAN KSWP 

Billing ID tidak diterbitkan bila status KSWP dinyatakan NON VALID 

Segera melakukan kewajiban bayar pajak 
 dan memastikan bahwa sudah tercatat di  
Ditjen Pajak 



TERIMA KASIH 
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SATU TINDAKAN UNTUK MASA DEPAN, BACA LABEL SEBELUM MEMBELI 

penilaianot_sm@yahoo.com @registrasi.otskkos https://asrot.pom.go.id/asrot 


